
BUPATI TUBAN 

PERATURANBUPATITUBAN 
NOMOR 42: TAHON 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOBAN NOMOR 50 TAHON 2013 
TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL SURAT PERMINTAAN 
PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 

GANTI UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT 

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBAN 
TAHON ANGGARAN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TOBAN, 

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Struktur Organisasi 

Kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, maka 

Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat Permintaan 

Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran 

Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran 

Tambahan Uang Persediaan untuk masing-masing Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan- Pemerintah Kabupaten Tuban 

Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah ditetapkan d~lam 
, 

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013, perlu ditinjau untuk 

disesuaikan dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan 

Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

tlf 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 

Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dari. Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5589); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 

tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toban; 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 

tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011; 
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13.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 

tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012; 

14.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2008 

tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten 

Tuban; 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Tuban; 

16.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain; 

17.Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2013 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2014; 

18.Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2013 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2014; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 

2013 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH MAKSIMAL 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG 

PERSEDIAAN DAN 

TAMBAHAN UANG 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN 

PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tuban Nomor 50 

Tahun 2013 ten tang Penetapan Batas Jumlah Maksimal Surat 

Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan 

Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan 

Pembayaran Tambahan Uang Persediaan untuk masing-masing 

Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tu ban Tahun Anggaran 2014 diubah sebagai 

berikut: 
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Setelah nomor urut 46 ditambah 1 (satu) nomor yaitu nomor 

47, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

47. 1.16.01, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, 

Rp.50.000.000,00. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah 

Kabupaten Toban. 

Ditetapkan di Tuban 
pada tan gal 7 Nopember 2014 1 BUPATI ?, 

Diundangkan di Toban 
/1 

pada tanggal 7 lfopember 2014 

Pit. SEKRETARIS DAERAH 1 

; BtiYANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI ,1 NOMOR Oi. 


